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ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the village government's role in
addressing the problem of lllegal Gold Mining (PETI) in Sungai Buluh Hamlet,
Bungo Regency. The PETI phenomenon has had negative impacts on the
environment and society, making the active role of the village government crucial.
Based on the research results, the role of the village government is divided into
two main forms: prevention and enforcement. Prevention includes socialization,
education, and warnings to the community about the dangers of PETI. Meanwhile,
enforcement is carried out through coordination with security forces, conducting
raids, and monitoring PETI locations. However, the effectiveness of this role faces
obstacles, both internally in the form of differences in perception between the
village government and the mining community, and externally such as low legal
awareness and limited economic alternatives for the community. These findings
indicate that handling PETI requires a more comprehensive approach, including
strengthening regulations, economic empowerment, and synergy between
government institutions. This research is relevant to the theory of social roles
(Soejono Soekanto) and public policy (James E. Anderson), and is supported by
legal provisions such as Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining.

Keywords: Village Government, PETI, lllegal Mining, Public Policy, Sungai Buluh
Hamlet

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran pemerintah desa
dalam mengatasi permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Dusun
Sungai Buluh, Kabupaten Bungo. Fenomena PETI telah menimbulkan dampak
negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat, sehingga peran aktif
pemerintah desa menjadi krusial. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah
desa terbagi dalam dua bentuk utama: pencegahan dan penindakan. Bentuk
pencegahan meliputi sosialisasi, edukasi, dan himbauan kepada masyarakat
mengenai bahaya PETI. Sementara itu, penindakan dilakukan melalui koordinasi
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dengan aparat keamanan, pelaksanaan razia, dan pengawasan lokasi PETI.
Namun demikian, efektivitas peran ini menghadapi hambatan, baik internal berupa
perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan masyarakat penambang,
maupun eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum dan terbatasnya alternatif
ekonomi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa penanganan PETI
membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan
regulasi, pemberdayaan ekonomi, dan sinergi antara lembaga pemerintahan.
Penelitian ini relevan dengan teori peran sosial (Soejono Soekanto) dan kebijakan
publik (James E. Anderson), serta didukung oleh ketentuan hukum seperti UU No.
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, PETI, Pertambangan llegal, Kebijakan Publik,
Dusun Sungai Buluh

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila
perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.
termasuk

A.Pendahuluan (12 pt dan Bold) pertambangan,

Indonesia dikenal sebagai negara
kepulauan yang kaya akan sumber
daya alam, baik hayati maupun non-
hayati, yang tersebar di seluruh
wilayah nusantara. Kekayaan ini
merupakan aset penting yang harus
dikelola secara bijaksana guna
mendukung kehidupan masyarakat,
menjaga keberlanjutan lingkungan,
dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Dengan pengelolaan yang
tepat, sumber daya alam dapat
memberikan manfaat yang
berkelanjutan serta berkontribusi
besar terhadap pembangunan
nasional (Salma Zulaika et al., 2023).
Salah satu sektor strategis yang
menjadi

tumpuan  pemanfaatan

sumber daya alam adalah sektor

pertambangan emas.

Dalam praktiknya, pemanfaatan
sumber daya tambang tidak selalu
dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Salah satu
bentuk penyimpangan yang paling
sering terjadi adalah  kegiatan
Pertambangan Emas Tanpa Izin
(PETI). PETI merupakan aktivitas
eksplorasi dan eksploitasi sumber
daya mineral yang dilakukan tanpa
izin resmi dari pemerintah. Selain
merugikan negara secara ekonomi,
kegiatan ini juga berdampak negatif
terhadap lingkungan dan sosial
masyarakat (Yuliani et al., 2018;
Pembangunan et al., 2022).

Provinsi Jambi, khususnya

Kabupaten Bungo, merupakan salah
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satu wilayah yang memiliki potensi
emas cukup besar, terutama di
Dusun Sungai Buluh. Sayangnya,
potensi ini justru banyak
dimanfaatkan secara ilegal oleh
masyarakat setempat melalui
aktivitas PETI yang telah berlangsung
cukup lama. Masyarakat melakukan
kegiatan ini secara mandiri maupun
berkelompok tanpa mengantongi izin
resmi, umumnya didorong oleh faktor
ekonomi dan keterbatasan lapangan
kerja. Kegiatan PETI tersebut
menimbulkan kerusakan lingkungan,
pencemaran air akibat penggunaan
merkuri, serta memicu konflik sosial
antarwarga dan antara warga dengan
aparat penegak hukum.

Data Komunitas Konservasi
Indonesia  (KKI)  Warsi  Jambi
mencatat bahwa lahan rusak akibat
PETI di Kabupaten Bungo mengalami
peningkatan signifikan, dari 6.784
hektar pada tahun 2023 menjadi
10.101 hektar pada tahun 2024. Hal
ini menjadikan Bungo sebagai salah
satu daerah dengan kerusakan
terparah akibat PETI di Provinsi
Jambi. Tindakan ini tidak hanya
bertentangan
Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan

dengan Undang-

Batubara, tetapi juga menunjukkan
lemahnya pengawasan dan kontrol
pemerintah setempat terhadap
aktivitas pertambangan ilegal.
Pemerintah desa sebagai lembaga
pemerintahan terdepan yang

bersentuhan langsung dengan
masyarakat memiliki peran strategis
dalam menangani permasalahan
PETI. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 30 Tahun 2006, pemerintah
desa memiliki kewenangan dalam
mengawasi, membina, serta
memberikan rekomendasi perizinan
terhadap aktivitas pertambangan
rakyat. Melalui peran ini, pemerintah
desa diharapkan dapat menjadi garda
terdepan dalam upaya preventif dan
represif terhadap aktivitas PETI di
wilayahnya.

Namun, kenyataannya, pemerintah

desa Dusun Sungai Buluh masih

menghadapi  berbagai hambatan
dalam menjalankan perannya.
Hambatan tersebut meliputi
keterbatasan kewenangan,
rendahnya kesadaran hukum

masyarakat, serta tekanan sosial dan
ekonomi yang kuat. Situasi ini

menuntut adanya strategi yang
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komprehensif dan kolaboratif antara
pemerintah desa, aparat keamanan,
dan pihak-pihak terkait lainnya agar
permasalahan PETI dapat diatasi
secara efektif.
Berdasarkan kondisi  tersebut,
penelitian  ini  bertujuan  untuk
menganalisis efektivitas peran
pemerintah desa dalam mengatasi
permasalahan kegiatan
pertambangan emas tanpa izin
(PETI) di Dusun Sungai Buluh
Kabupaten Bungo. Fokus Kkajian
diarahkan pada bentuk peran yang
dijalankan pemerintah desa,
hambatan yang dihadapi, serta upaya
yang dilakukan untuk mengurangi
dampak negatif dari aktivitas PETI
terhadap lingkungan dan masyarakat

sekitar.

B. Metode Penelitian (Huruf 12 dan
Ditebalkan)

Jenis Penelitian

Penelitian ini  menggunakan
metode deskriptif kualitatif, yang
bertujuan untuk mendeskripsikan
secara mendalam peran pemerintah
desa dalam menangani
permasalahan Pertambangan Emas
Tanpa lzin (PETI) di Dusun Sungai

Buluh.  Menurut Koentjaraningrat

(1984), pendekatan kualitatif

merupakan upaya untuk
menghimpun, menguraikan,
menganalisis, dan menginterpretasi
fakta serta hubungan antar gejala
sosial dan perilaku manusia guna
memperoleh pemahaman mendalam
mengenai suatu fenomena.

Metode ini  memungkinkan
peneliti menggali informasi secara
mendalam dan menyeluruh, melalui
penyajian data secara naratif dan
interpretatif. Data dikumpulkan

langsung dari sumber utama di

lapangan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi,
kemudian dianalisis berdasarkan

situasi aktual para subjek penelitian
(Harmoko et al., 2022).

Metode ini dianggap tepat
karena penelitian ini  dilakukan
langsung di lingkungan masyarakat
Dusun  Sungai Buluh, dengan
partisipasi  aktif dari  berbagai
pemangku kepentingan yang terkait
langsung dengan kegiatan PETI.
Lokasi Penelitian

Penelitian  dilaksanakan  di
Dusun Sungai Buluh, Kecamatan
Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo,
Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi

didasarkan pada observasi awal yang
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menunjukkan
PETI yang telah
dampak negatif secara ekologis dan

maraknya  aktivitas

menimbulkan

sosial. Penelitian ini dilakukan pada
bulan April hingga Mei 2025.

Objek dan Informan Penelitian
Objek penelitian ini adalah
peran pemerintah desa dalam
mengatasi aktivitas PETI di Dusun
Sungai Buluh.
Informan penelitian dipilih
menggunakan  teknik  purposive
sampling, yaitu penunjukan informan
secara sengaja berdasarkan kriteria
relevan dengan fokus penelitian
(Sugiyono, 2012). Informan utama
dalam penelitian ini meliputi:
1. Kepala Desa Dusun Sungai Buluh
2. Sekretaris Desa
3. Perwakilan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)
4. Ketua RT
5. Pemilik/pemodal PETI
6. Pemilik lahan PETI
7. Pekerja PETI
8. Masyarakat Dusun Sungai Buluh
Sumber Data
Sumber data dalam penelitian
ini terdiri dari:

Data Primer

Data primer diperoleh secara
langsung melalui observasi dan
wawancara mendalam dengan para
informan utama. Sumber utama
mencakup perangkat desa, LSM,
pemilik dan pekerja PETI, serta

masyarakat sekitar.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari
dokumen, buku, artikel ilmiah,
peraturan perundang-undangan, dan
sumber lainnya yang relevan untuk
mendukung analisis
(Sugiyono, 2008).

Metode Pengumpulan Data

penelitian

Pengumpulan data dilakukan

dengan menggunakan metode
gabungan antara:
Field Research (Penelitian
Lapangan)

Melalui observasi dan
wawancara langsung terhadap
informan yang terlibat atau
terdampak oleh aktivitas PETI.
Library Research (Studi
Kepustakaan)

Dilakukan dengan menelaah
literatur seperti buku, artikel ilmiah,
peraturan perundang-undangan, dan
dokumen lain yang mendukung

analisis permasalahan.
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Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan data meliputi:
Observasi

Observasi dilakukan secara
partisipatif, di mana peneliti terlibat
langsung dalam kegiatan informan
untuk mengamati dinamika sosial dan
proses kegiatan PETI secara alami.
Wawancara

Wawancara dilakukan secara
terbuka dan mendalam dengan
sembilan informan yang mencakup
kepala desa, sekretaris desa, ketua
RT, pekerja tambang, pemilik lahan,
pemodal, serta masyarakat sekitar.
Tujuannya adalah untuk
mendapatkan data yang kaya dan

kontekstual.
Dokumentasi

Dokumentasi digunakan
sebagai pendukung untuk

memverifikasi data observasi dan
wawancara, seperti foto kegiatan
lapangan, dokumen profil desa, serta

laporan resmi yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian
ini  menggunakan model interaktif
Miles dan Huberman (1994), yang

terdiri dari empat tahapan:

Pengumpulan Data

Data  dikumpulkan melalui
observasi, wawancara, dan
dokumentasi selama proses

penelitian berlangsung.

Reduksi Data

Data yang diperoleh diseleksi
dan disederhanakan untuk
menghilangkan informasi yang tidak
relevan, agar fokus analisis tetap
terjaga.
Penyajian Data

Data disusun dalam bentuk
naratif dan deskriptif agar
memudahkan  pemahaman  dan
pengambilan kesimpulan.

Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil
berdasarkan hasil analisis data
secara menyeluruh dan

berkesinambungan, untuk menjawab

rumusan masalah dan tujuan
penelitian.

C.Hasil Penelitian dan
Pembahasan

Peran Pemerintah Desa dalam
Mengatasi Permasalahan
Pertambangan Emas Tanpa Izin
(PETI) di Dusun Sungai Buluh
Kabupaten Bungo

Berdasarkan hasil penelitian

yang telah dilakukan, dapat
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disimpulkan bahwa Pemerintah Desa
Dusun Sungali Buluh telah
melaksanakan peranannya dalam
menangani  permasalahan  PETI,
meskipun belum sepenuhnya optimal.
Peran tersebut mencerminkan
implementasi tugas dan fungsi
pemerintah desa sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
khususnya terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, serta
pemberdayaan masyarakat.

Konsep peran menurut
Soejono Soekanto (2012) adalah
aspek dinamis dari status sosial
seseorang; ketika seseorang
menjalankan hak dan kewajibannya
sesuai kedudukan sosialnya, maka
individu tersebut menjalankan
peranannya dalam struktur sosial.
Dalam konteks ini, pemerintah desa
berperan sebagai pelaksana
kebijakan lokal yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat.

Lebih lanjut, sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 30
Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pemerintah

Penyerahan  Urusan

Kabupaten/Kota kepada Desa, pada

Pasal 2 ayat (1) huruf f dan g
disebutkan bahwa desa berwenang
memberikan rekomendasi izin
pertambangan rakyat dan melakukan
pembinaan terhadap pertambangan
rakyat. Dengan demikian, pemerintah
desa memiliki legitimasi  untuk

berperan aktif dalam mengatasi PETI.

Dari hasil penelitian di lapangan,
peran pemerintah desa dapat
diklasifikasikan menjadi dua bentuk,
yaitu pencegahan dan penindakan.
Bentuk Pencegahan
Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah desa bersama
aparat keamanan dan pemerintah
daerah secara rutin memberikan
penyuluhan  kepada masyarakat
mengenai dampak negatif PETI
terhadap lingkungan, kesehatan, dan
sosial. Edukasi ini penting untuk
menumbuhkan kesadaran
masyarakat terhadap bahaya yang
ditimbulkan PETI. Upaya ini
merupakan bentuk implementasi
pemberdayaan masyarakat melalui

peningkatan literasi lingkungan.

Himbauan dan Peringatan
Melalui pengumuman resmi,

spanduk, dan komunikasi langsung,
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pemerintah desa memberikan
peringatan kepada masyarakat agar
aktivitas PETI.

Pemasangan baliho di kawasan

menghentikan

rawan PETI menjadi langkah visual
yang strategis untuk menekan

aktivitas ilegal ini.

Bentuk Penindakan
Razia dan Pengawasan

Pemerintah  desa  bekerja
sama dengan TNI dan Polri dalam
operasi penertiban dan razia di
lokasi-lokasi PETI. Pemerintah desa
juga turut aktif dalam pemetaan
lokasi PETI guna memudahkan
aparat keamanan dalam
pengawasan.

Koordinasi dengan Aparat
Keamanan
Pemerintah desa menjalin
komunikasi intensif dengan aparat
penegak hukum dalam memberikan
informasi dan dukungan terhadap
pengusutan kegiatan PETI.
Kolaborasi ini merupakan bentuk
sinergi antara pemerintah lokal dan
lembaga keamanan.

Berdasarkan pendekatan
kebijakan  publik, seperti yang
Anderson (2010),

kebijakan publik mencakup segala

diungkapkan

tindakan atau ketidaktindakan
pemerintah yang dirancang untuk
menangani masalah publik. Dalam
hal ini, kebijakan desa yang
diarahkan untuk menangani PETI
merupakan bentuk intervensi negara
di tingkat lokal dalam merespons
persoalan strategis lingkungan dan

sosial.

Hambatan Pemerintah Desa dalam
Mengatasi PETI di Dusun Sungai
Buluh Kabupaten Bungo

Hambatan yang dihadapi
pemerintah desa dalam upaya
mengatasi PETI terbagi ke dalam dua
kategori, yakni hambatan internal dan

hambatan eksternal.

Hambatan Internal

Perbedaan Pandangan antara
Pemerintah Desa dan Penambang
Terdapat ketegangan antara
kepentingan pemerintah yang fokus
pada pelestarian lingkungan dan
penegakan hukum, dengan
kebutuhan ekonomi masyarakat yang
bergantung pada PETI sebagai
sumber penghidupan. Perbedaan
orientasi ini menciptakan resistensi
sosial terhadap kebijakan yang

diterapkan pemerintah desa.
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Rendahnya Pemahaman
Masyarakat terhadap Lingkungan

Meskipun telah dilakukan sosialisasi,

sebagian besar masyarakat
penambang belum memiliki
kesadaran terhadap dampak

lingkungan dari PETI. Hal ini
menunjukkan perlunya pendekatan
edukatif yang lebih intensif dan

partisipatif.

Hambatan Eksternal
Rendahnya Kesadaran Hukum
Upaya razia, sosialisasi, dan
pelaporan telah dilakukan, namun
lemahnya kesadaran hukum
masyarakat menyebabkan aktivitas
PETI tetap berlangsung. Ini
menunjukkan  bahwa penegakan

hukum tidak hanya memerlukan

regulasi, namun  juga  butuh
perubahan budaya hukum
masyarakat.

Terbatasnya Alternatif Mata
Pencaharian
Faktor ekonomi menjadi pendorong
utama aktivitas PETI. Minimnya
lapangan  kerja dan  program
pemberdayaan ekonomi mendorong
masyarakat tetap memilih PETI
sebagai pilihan rasional meski ilegal.

Ketiadaan pelatihan keterampilan,

akses modal, dan fasilitasi usaha
membuat masyarakat sulit keluar dari
ketergantungan pada PETI.

Hasil temuan ini selaras
Meggi Okka
(2015), bahwa pertambangan ilegal

dengan pendapat
dilakukan tanpa izin resmi, cenderung
mengabaikan standar operasional,
dan berpotensi merusak lingkungan
serta membahayakan masyarakat.
Aktivitas PETI secara hukum juga
termasuk pelanggaran berat
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, Pasal 158, yang
menyebutkan bahwa pelaku PETI
dapat dikenakan pidana 10 tahun
penjara dan denda maksimal Rpl0
miliar.
Pentingnya Legalisasi dan
Pengelolaan Pertambangan secara
Terencana

Kegiatan PETI yang telah
berlangsung turun-temurun di Dusun
Sungai Buluh menimbulkan dampak
negatif baik terhadap lingkungan
maupun sosial. Oleh karena itu,
pengelolaan pertambangan harus
dilakukan secara legal, melalui

perizinan dan kepatuhan terhadap
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Standar Prosedur
(SOP).

Ciri-ciri pertambangan legal

Operasional

antara lain:

1. Memiliki 1zin Resmi (IUP/IPR)

2. Kepatuhan terhadap Hukum dan
Regulasi

3. Pengelolaan dan Pemulihan
Lingkungan (AMDAL
4, Pelaporan Aktivitas dan
Pengawasan oleh Pemerintah

5. Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Hal ini sejalan dengan
pendapat Fauzah & Handayani
(2020), yang menyatakan bahwa
pertambangan legal dilakukan secara
sah, terencana, dan bertanggung
jawab, sehingga mampu memberikan
manfaat ekonomi sekaligus menjaga

kelestarian lingkungan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian
mengenai efektivitas peran
pemerintah desa dalam mengatasi
permasalahan Pertambangan Emas
Tanpa lzin (PETI) di Dusun Sungai
Buluh Kabupaten Bungo, dapat
disimpulkan bahwa pemerintah desa
telah menjalankan dua peran utama,

yakni pencegahan dan penindakan.

Bentuk pencegahan dilakukan
melalui sosialisasi, edukasi, dan
himbauan kepada masyarakat,
sedangkan penindakan dilakukan
melalui razia, pengawasan, serta
koordinasi dengan aparat keamanan.

Meskipun demikian, efektivitas
peran ini masih terkendala oleh
berbagai hambatan, baik internal
berupa perbedaan pandangan antara
pemerintah dan masyarakat
penambang serta rendahnya
pemahaman masyarakat terhadap
lingkungan, maupun eksternal seperti

minimnya kesadaran hukum dan

keterbatasan alternatif ekonomi
masyarakat.
Untuk itu, dibutuhkan

pendekatan yang lebih komprehensif,

termasuk penguatan regulasi,

peningkatan  kesadaran  hukum,
pemberdayaan ekonomi masyarakat,
serta legalisasi pertambangan rakyat
yang dikelola secara bertanggung
jawab sesuai prinsip keberlanjutan.
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